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Mmimbang I a"

B LiPATi HALi\,{AHERA Biq&AT

bahwa sehubungan:dengan Data .Badan Msteor.dqi, Ktimabtqi dan Geofisika
(B[,{i(G) tertanggal td November s,d Ztr November ZUJE yang merapo*an telah
terjadi Bencana Gempa Bumi yang'berlokasi di sekitar wilayah Keeamatan tlailsls
Kabupaien Haimahem Baratdei:rgan kekuatan niagnitude gempa seeirili iervarjdil
berubah-ubah pada $tiltrtitik ,koordinai Jertents di sekitar wilayah Kabupate+
Hah'nahera Barat dan rnennperhatkan cituasi dan ko*disi pasca genFa sampa
dengan saat ini belum kondusif sehingga mengakibakan terganggunya aKivihs
masyarakat rian roda pemar,intahan riesa, sehubungaR masih serlng terjadinya
Gempa Burni susulan yangterulang Lali dalarn sehari * 20-25 kali terjadigempa yang
meianda beber-ara kainrasanldesa rji u,iiiayah Keramaftn Jailoio Kab,upiGn
Fiaimanera Bara! se,liingga .bencana te-rsebut menvababkan kerusakan +ingan,
sedang dan berat 'secara nraslv ya*g r,*er*nnpa peftlrftahan ysffga, fasilitas
r'end iri i ka n, infnsii'ukiu r, fusil itas ibadah dan fu silitas pemerintahan ;

bahwa dalam rangka menganli$ipa*i dampak bencana gempa burtli yang jebih
meluas, maka perlu dilakukan $paya -,upay€-penanganan keadaan siaga darurat
b*ncana gernpa bumi fier*ait de4gan sifriaslsaalini sehingga n-ramou ineqghiiqqgkan
atau meminimalisir dampak bencana, untuk,ifu perlu segera ditempuh plenanganan
yang bersifat cepat, tepat dan teroadu :scsuai stmdar dan prosdur .penar€*ar .pada

masa tanggap darura[

bahwa berdasarkar+ pertimbangan sebagairnana dirnaksud,h:urufa dan hur+rf$, per.lr.r

menetapkan Keputusan Eupati HalmaheraBarat tentang Penetapan Status lr.eadaan
Tanggap Darur.at.Pengnganan Bencana Gempa Blnri pada wilayah 'iiecamaian

Jailolo dan sekitamya di Kabupaten Halmahera Barat;

u ndang-undanu :rNomilr 60 Tatnn l g5S tenhng Fenetapan unfang-rmdang Nomsr
2.3 naru.rat ta-hun f$f tsntang Pembentukan Saenh-dae.reh -swafantra Tingkd ii
dalam Wilayah Dae,.ah Swata*ka Tingkat I Maluku menjadi Undang-undaqg;
Undang-undang Nomoi:46 Tahun iggg ientang Pembentukan Pi-opirsi ivlaluku Uffira
, Kabupaten Buru dan Kabupa{an Maluku lengg€ra Barat sebagaimana Telah
Diubah dengan LJndang-undang hlcrncrC Tahun 2000;
Undang-undang Nonror i Taliun 2003 iei:rEng Bmbentrrkari Kabuoabr l-ldamhera
utara, Kabupaten i{aimahera seiatan, Kahupaten K.epuiauan sula, Kabupaten
llalmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan diPropinsi tl,laluku Utara;
Undang-undang Nomor 32 Talrun 2004 bnHng Pemerintahan Daenh (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N,egara N,omor 44.1l1l
sebagaimana telah diub"ah beberapa kaliterakhlr dengan tlndang-urdang Nomor t2
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undaiig i'ismor32 Taliun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {fembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, rambahan
Lsmbaran i,legara ltlomor 4&4al;

htungingat 1.

+.



5. Undang-.Undang Ns_rnsr
(Lembaran Negara Tahun

2!^ \ah;un 2007 tentang Penanggutangmn Bencana
2007 Nomor 26, Tarnbafian Lemb-a-ran hirgrru Nomor

6' undang'Undang'Nomor l ZrahunZfftl}nt ng Prrnbentukan perat$ran perundang-
Undansan,(Iembaran Negara Tahun toi 1 Nohs; Sr;il;rh* l;_h*;;-N.g*,
Nomor 5234);

7. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 200& tentang penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun zogs lrlomor 43, Tambahan

^ Lembaran Negara Nomor4B2g);
B' Peraturan Pemerintah Nomor izranu12008 tentang pendanaan dan pengelolaan

Bantuan Bencani-(Lembaran N.g;i; Tunun zdoa Ni*;;a Tambahan Lembaran
Negara Nomoraffie;

€' Peraturan l(epataBadanNasional Fen-anggulangaftBeneanaNomor6-A Tahun2gt1
tentang Pedoman Penggunaan oana diip pilEai paoa-srrtu. Keadaan o"iur"t
Bencana;

10' Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentangorganisasidan Tata Kerja tsadan penanggurangan Bencana Dr;d6:tt #ffi
uqt qL.

MEI..TIUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

KEDI;tA

Menetapkan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayahKecamatan Jairoro dan sekitarnya di Kabupaten Harmahera Baraf.
Penetapan status l(eadaan Darurat seblgairnan. oi*r[.rJHtto* pertarna, adaHrdalam rangka penanganan darurat bencani. Gempa Bumi y"ng n"funssung selama 14(Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggar 21 Novembeizois .l*pai dengan Tanggar06Desember 201b.
Keputusan ini murai 

,berraku. 
pada tanggar ditetapkan dan dapat diperpanjang ataudiperpendek sesuai dengan kebutuhan-ienr<sanaan-pe;;;g*rn tanggnp darurat diIapangan.

Demikian surat Keputusan ini dibuat supaya dapat diperguriakan sehagaimana mestinya

KETTGA

KEEMPAT

November 201S

r,

TeE.busan gisamoaikan kepada yth:
1. MenteriDalam Negeri R.l di Jakarta;
2' Kepala Badan Nasionar penanggurangan Bencana RrdiJakarta;
?.5dr:Df RDfi3-bupaienfl armatierud*Jti.Htoto;
4' Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pnxinsi Maluku utara di $offi;5. Arsip.


